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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas terselenggaranya Forum Konsultasi Publik Evaluasi
Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami juga
mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam kegiatan dimaksud.

Kami melaksanakan Forum Konsultasi Publik tidak saja untuk menjalankan amanah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tetapi juga untuk memberikan perbaikan
layanan yang berkelanjutan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa sinergi penyelenggara layanan dan
sebagai pengguna layanan merupakan salah satu elemen terpenting dalam memberikan pelayanan
terbaik.

Hasil dari Forum Konsultasi Publik ini telah kami tuangkan dalam Berita Acara yang telah
ditandatangani oleh perwakilan peserta. Dalam waktu dekat, kami akan menindaklanjuti masukan
yang tertuang dalam Berita Acara tersebut, dengan melakukan penyesuaian pada Standar Pelayanan
di KPU DIY. Masukan masyarakat tersebut juga akan menjadi referensi dalam penyusunan Standar
Pelayananan kami di masa mendatang.

Kami berharap, para pengguna layanan dan masyarakat luas berkenan untuk terus
membersamai kami. Baik melalui Forum Konsultasi Publik semacam ini, ataupun dengan memberikan
masukan secara langsung dan dengan mengisi survei-survei yang kami lakukan secara berkala.

Akhir kata, kami berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi satuan kerja
KPU DIY, sesama Penyelenggara Pemilu, para pemangku kepentingan, dan masyarakat luas.

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta, 3 November 2023
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LAPORAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
EVALUASI STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KPU D.I. YOGYAKARTA

YOGYAKARTA, 26 OKTOBER 2023

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum adalah
lembaga penyelenggara Pemilihan
Umum vyang bersifat nasional, tetap
dan mandiri dalam melaksanakan
Pemilihan Umum untuk memilih
4 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden
dan Wakil Presiden serta memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan
Walikota dan Wakil Walikota. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan (KIP)
Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bertugas melaksanakan
Pemilihan Umum di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi
Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU
Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Selain melaksanakan tahapan Pemilu dan
Pemilihan Serentak Tahun 2023, salah satu kegiatan penting yang dilaksanakan oleh KPU
Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) adalah terkait Pelayanan Publik.

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara
dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik. Dalam memberikan pelayanan tersebut, KPU DIY memiliki
kewajiban untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan
kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Yang dimaksud
dengan standar pelayanan disini adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji
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penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,
terjangkau dan terukur. Selain itu, dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan,

penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.

Dalam rangka partisipasi masyarakat dan pihak terkait tersebut, perlu dilakukan koordinasi
antara penyelenggara pelayanan dengan pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum
Konsultasi Publik (FKP). Kegiatan FKP dilaksanakan dengan komunikasi dua arah, dimana
masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara
pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan. KPU DIY telah
melaksanakan FKP dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan yang dilaksanakan pada
tanggal 13 April 2023. Kegiatan kali ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap Standar

Pelayanan yang telah disusun dengan kembali melibatkan unsur-unsur masyarakat.

2. Tujuan dan manfaat

a. Menyelaraskan kebijakan dan kondisi KPU DIY dengan ekspektasi masyarakat
pengguna layanan publik guna membentuk ekosistem partisipasi masyarakat dalam
peningkatan kualitas pelayanan publik serta untuk menghadirkan pelayanan publik
yang prima di lingkungan
KPU DIY;

b. Menetapkan standar pelayanan KPU DIY yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau
dan terukur.

3. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penyusunan
Laporan Forum Konsultasi Pelayanan Publik
Penyusunan Standar Pelayanan pada KPU D.I.
Yogyakarta ini adalah:

a. Hasil Kegiatan Forum Konsultasi Pelayanan
Publik Evaluasi Standar Pelayanan di
Lingkungan
KPU Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. Masukan-masukan dari masyarakat terkait
Standar Pelayanan pada
KPU Daerah Istimewa Yogyakarta.
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B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB - selesai
Tempat : Amaranta Prambanan

Dawangsari 02/03 No. 45 Sambirejo, Prambanan, Sleman
Yogyakarta 55572

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

Penyelenggara kegiatan FKP in diinisasi oleh KPU DIY dengan peserta yang melibatkan
pihak sebagai berikut:

Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU DIY;

Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat KPU DIY;
Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU DIY;
Bawaslu DIY;

Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se DIY;
Universitas Gadjah Mada;

Universitas Islam Indonesia;

Universitas Negeri Yogyakarta;

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;
Institut Seni Indonesia:

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;

Tribun Jogja;

Harian Jogja;

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;

Badan Kesbangpol DIY;

Lembaga Ombudsman DIY;

Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel;
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia;

Yayasan Narasita;

PKK DIY;

Karangtaruna DIY;

Nahdlatul Ulama;

Muhammadiyah;

Gabungan Organisasi Wanita DIY;

Staf pelaksana di lingkungan Sekretariat KPU DIY.
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3. Metode Pelaksanaan FKP

Kegiatan FKP ini dilakukan dalam bentuk diskusi dua arah guna mengetahui serta
mengidentifikasi potensi permasalahan yang akan dihadapi oleh publik sebagai pengguna
layanan dan KPU DIY sebagai penyelenggara layanan.

Pada akhir kegiatan dibuat kesepakatan terkait hal-hal yang perlu dilakukan demi
perbaikan/peningkatan pelaksanaan layanan di lingkungan KPU DIY.

4. Susunan Acara FKP

Kegiatan FKP ini dilakukan dengan susunan acara sebagai berikut:

SUSUNAN ACARA

Forum Konsultasi Publik Evaluasi Standar Pelayanan

di Lingkungan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 26 Oktober 2023

WAKTU MATERI KETERANGAN
12.00 — 13.30 | Makan siang dan pengisian daftar Panitia
hadir peserta
13.30 — 13.45 | Pembukaan : MC
1. Menyanyikan Lagu Indonesia Panitia
Raya
2. Menyanyikan Jingle Pemilu Tahun
2024
3. Pembacaan Doa Ketua KPU DIY
4. Sambutan Ketua KPU DIY
(sekaligus membuka secara resmi
pelaksanaan acara)
13.45 — 14.15 | Penyampaian Informasi terkait Ketua Divisi Perencanaan, Data dan
Layanan Pindah Memilih Informasi
14.15 - 15.00 | Paparan Standar Pelayanan: Narasumber:
e Permohonan Informasi Publik Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan

Pendidikan Pemilih melalui
Pendidikan Kepemiluan di
lingkungan KPU DIY

Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
KPU DIY

Hertorsssirss
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WAKTU MATERI KETERANGAN
Moderator:
Kepala Bagian Perencanaan, Data dan
Informasi KPU DIY
15.00 — 15.30 | Tanya jawab dan diskusi - Dipandu oleh Ketua Divisi Sosialisasi,
Pendidikan Pemilih, Partisipasi
Masyarakat dan SDM KPU DIY
- Didampingi oleh Kepala Bagian
Perencanaan, Data dan Informasi KPU
DIY
15.30 — 16.00 | Istirahat, Coffee Break dan Sholat Seluruh Peserta
Ashar
Persiapan Penandatanganan Berita Panitia
Acara
16.00 — 16.15 | Penandatanganan Berita Acara e Perwakilan Peserta
e Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU
DIY
16.15 - 16.30 | 1. Penutupan Ketua KPU DIY

2. Foto bersama

Panitia

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah
Dalam FKP ini teridentifikasi masalah sebagai berikut:

a.

Evaluasi Standar Pelayanan Permohonan Informasi

Identifikasi Masalah

Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Jangka Waktu Pelayanan

Biaya Tarif

Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi

Dasar Hukum

Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas

Pengawasan Internal
Jumlah Pelaksana
Jaminan Pelayanan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Evaluasi Kinerja
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2.

b. Evaluasi Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih Melalui Pendidikan Kepemiluan

Persyaratan

Sistem, mekanisme, dan prosedur

Jangka waktu pelayanan

Produk Pelayanan

Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi
Kompetensi Pelaksana

Jumlah Pelaksana

Jaminan Pelayanan

c. Evaluasi Standar Pelayanan Magang Perguruan Tinggi

Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Produk Pelayanan

Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi
Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas

Pengawasan Internal

Jaminan Pelayanan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
Evaluasi Kinerja

Analisis

Dalam FKP ini sudah dilakukan analisis terhadap potensi masalah yang teridentifikasi dan

selanjutnya dirumuskan usulan rekomendasi perbaikan pelayanan beserta jangka waktu
penyelesaiannya, sebagai berikut:

a. Terkait Permohonan Informasi Publik

M. Rifki — Ombudsman RI Perwakilan DIY

Perlu diberi ruang untuk disabilitas, seperti untuk teman-teman tunanetra, dan lainnya.

Rudy Nurhandoko - Komisi Informasi Daerah DIY

KPU DIY perlu memastikan keamanan data pribadi sesuai Undang-Undang Data Pribadi
Media permohonan informasi dan media mengumumkan bisa dibedakan atau
disamakan. Perlu ditambahkan mandatory website agar website bisa dipakai untuk
mengumumkan dan memberikan informasi

Harus ditambahkan mana informasi tahapan pemilihan, mana informasi yang bukan
tahapan agar KPU DIY bisa memberikan pelayanan sesuai ketentuan di setiap jenis
informasi.

Fani Satria - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY

Akses ke website KPU agar dipermudah, agar bisa diperiksa kembali bandwidtf-nya.
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Farid B. Siswantoro - Komite Disabilitas DIY

Tambahkan aplikasi Telegram dalam saluran kontak KPU DIY.

. Najib — Bawaslu DIY

Faksimili sudah sedikit yang menggunakan, sebaiknya tidak usah dimunculkan.

. Rifki — Ombudsman RI Perwakilan DIY

Tambahkan bagan alur pelayanan.

Kanal pengaduan harus ada. Baik yang berbasis teknologi, maupun tradisional (datang
langsung, ada kotak saran, petugas khusus pengaduan). Dikeluarkannya SK oleh
pimpinan untuk petugas khusus pengaduan

Perlu diperjelas kanal-kanal pengaduan, cara memberikan pengaduan (melalui teknologi
informasi atau datang langsung), serta jangka waktu penanganan pengaduan

Perlu dijelaskan sarana dan prasarana bagi semua pengguna layanan di KPU DIY.
Termasuk diantaranya, misalnya soal toilet (toilet umum dan toilet disabilitas), tempat
ibadah, sarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus (disabilitas, ibu
menyusui dan ibu hamil), ruang laktasi, tempat bermain anak, jalur kursi roda, area
parkir, dan lain-lain

Agar dapat memberikan pelayanan yang prima, perlu dijelaskan kompensasi yang
didapat untuk masyarakat dalam hal standar pelayanan tidak terpenuhi. Seperti
permintaan maaf atau yang lainnya. Hal ini harus dituangkan dalam Keputusan KPU DIY
yang mengatur terkait kompesasi atas tidak terpenuhinya standar pelayanan yang terdiri
atas 14 item standar

Perlu dijelaskan terkait informasi yang berhubungan dengan keselamatan pengunjung
layanan ketika datang ke tempat layanan. Misal, adanya Aydrant untuk menanggulangi
kebakaran, titik kumpul ketika gempa bumi, dan lain-lain.

Sulistyaningsih — UIN Sunan Kalijaga

Permohonan informasi hendaknya juga bisa dilakukan melalui media sosial karena
penyampaian aspirasi dari masyarakat lebih baik mengikuti perkembangan zaman. Tren
perkembangan media sosial tidak hanya WhatsApp, tapi juga Instagram, Twitter, dsb.
Saat ini follower Twitter KPU DIY baru sekitar 1500an, KPU DIY perlu melakukan
pendekatan lain pada masyarakat agar fo/lower bertambah.

Fauzul Haq - UPN Veteran Yogyakarta

Agar ada sistem untuk melakukan pelacakan proses bisnis permohonan informasi,
tahap demi tahap, mulai dari dibuatnya permohonan sampai diberikannya informasi.

Ribut Raharjo — Tribun Jogja

Penulisan biaya/tarif untuk permohonan informasi yang membutuhkan Aardcopy agar
dipertimbangkan lagi agar tidak menimbulkan isu bahwa KPU DIY menarik biaya dalam
memberikan informasi.

Hbbrssonrsr 7



. Terkait Pendidikan Pemilih Melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta

M. Rifki — Ombudsman RI Perwakilan DIY

Perlu ditambahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam regulasi

Tambahkan bagan alur pelayanan.

Kanal pengaduan harus ada. Baik yang berbasis teknologi, maupun tradisional (datang
langsung, ada kotak saran, petugas khusus pengaduan). Dikeluarkannya Surat
keputusan oleh pimpinan untuk petugas khusus yang melayani pengaduan

Perlu diperjelas kanal-kanal pengaduan, cara memberikan pengaduan (melalui teknologi
informasi atau datang langsung), serta jangka waktu penanganan pengaduan

Perlu dijelaskan sarana dan prasarana bagi semua pengguna layanan di KPU DIY.
Termasuk diantaranya, misalnya soal toilet (toilet umum dan toilet disabilitas), tempat
ibadah, sarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus (disabilitas, ibu
menyusui dan ibu hamil), ruang laktasi, tempat bermain anak, jalur kursi roda, area
parkir, dan lain-lain

Agar dapat memberikan pelayanan yang prima, perlu dijelaskan kompensasi yang
didapat untuk masyarakat dalam hal standar pelayanan tidak terpenuhi. Seperti
permintaan maaf atau yang lainnya. Hal ini harus dituangkan dalam Keputusan KPU DIY
yang mengatur terkait kompesasi atas tidak terpenuhinya standar pelayanan yang terdiri
atas 14 item standar

Perlu dijelaskan terkait informasi yang berhubungan dengan keselamatan pengunjung
layanan ketika datang ke tempat layanan. Missal, adanya Aydrant untuk menanggulangi
kebakaran, titik kumpul ketika gempa bumi, dan lain-lain.

Fauzul Haqg - UPN Veteran Yogyakarta

KPU DIY mungkin perlu melakukan HIRA (Hazard Identification Risk Assessment) dan
membuat matriks keselamatan.

Terkait Magang Perguruan Tinggi

Fauzul Haq - UPN Veteran Yogyakarta

Untuk memastikan mahasiswa memiliki bekal keilmuan yang memadai, maka perlu ada
persyaratan terkait kompetensi pelaksana. Salah satunya perlu ada syarat minimal masa
tempuh studi untuk mahasiswa magang (misal, minimal semester enam)

Untuk produk pelayanan, mungkin perlu dibuat semacam info lowongan, yang di
dalamnya terdapat keterangan terkait posisi magang serta ruang lingkup kerja

Perlu ada lima komponen syarat untuk anak magang seperti job description, jangka
waktu magang, on site atau off site (bisa WFH), wanprestasi (konsekuensi bolos),
sertifikat sudah melakukan magang

Perlu ada jaminan keamanan seperti pelecehan seksual, serta ada korespondensi antara
supervisor di KPU dengan satuan tugas PPKS kampus
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e Sulistyaningsih - UIN Sunan Kalijaga

- Perlu menambahkan kriteria magang. Kompetensi program studi perlu
dipertimbangkan dalam menugaskan mahasiswa agar mahasiwa tidak hanya
melakukan administrasi perkantoran.

e M. Rifki — Ombudsman RI Perwakilan DIY

- Mahasiswa harus menandatangani surat pernyataan untuk menjaga kerahasiaan
dokumen, saat magang maupun setelah selesai magang

- Tambahkan bagan alur pelayanan.

- Kanal pengaduan harus ada. Baik yang berbasis teknologi, maupun tradisional (datang
langsung, ada kotak saran, petugas khusus pengaduan). Dikeluarkannya SK oleh
pimpinan untuk petugas khusus pengaduan

- Perlu diperjelas kanal-kanal pengaduan, cara memberikan pengaduan (melalui teknologi
informasi atau datang langsung), serta jangka waktu penanganan pengaduan

- Perlu dijelaskan sarana dan prasarana bagi semua pengguna layanan di KPU DIY.
Termasuk diantaranya, misalnya soal toilet (toilet umum dan toilet disabilitas), tempat
ibadah, sarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus (disabilitas, ibu
menyusui dan ibu hamil), ruang laktasi, tempat bermain anak, jalur kursi roda, area
parkir, dan lain-lain

- Agar dapat memberikan pelayanan yang prima, perlu dijelaskan kompensasi yang
didapat untuk masyarakat dalam hal standar pelayanan tidak terpenuhi. Seperti
permintaan maaf atau yang lainnya. Hal ini harus dituangkan dalam Keputusan KPU DIY
yang mengatur terkait kompesasi atas tidak terpenuhinya standar pelayanan yang terdiri
atas 14 item standar

- Perlu dijelaskan terkait informasi yang berhubungan dengan keselamatan pengunjung
layanan ketika datang ke tempat layanan. Misal, adanya hAydrant untuk menanggulangi
kebakaran, titik kumpul ketika gempa bumi, dan lain-lain.

3. Rencana Aksi
Berdasarkan identifikasi masalah dan analisis terhadap potensi masalah maka disusun rencana
aksi sebagai berikut:

a. Terkait Permohonan Informasi Publik

Identifikasi Jangka

Masalah

Usulan Rekomendasi Perbaikan Waktu

Penyelesaian
1 | Persyaratan Perlu diberi ruang cara pengisian formulir | 7 (tujuh) hari

permohonan informasi bagi disabilitas serta | kalender
diberikan penjelasan bagaimana  cara
mengakses informasi yang tersedia.

2 | Sistem, e Kanal permohonan informasi ditambah | 7 (tujuh) hari
Mekanisme  dan dengan aplikasi telegram, instagram, dan | kalender
Prosedur twitter serta faksimili dihapus karena sudah

tidak relevan.
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Identifikasi
Masalah

Usulan Rekomendasi Perbaikan

Ditambah bagan alur dari awal proses
permohonan informasi sampai dengan
terpenuhinya informasi yang diminta serta

Jangka
Waktu

Penyelesaian

diberikan batasan waktu dalam setiap
prosesnya.

3 | Jangka Waktu | Perpanjangan  jangka  waktu pelayanan | 7 (tujuh) hari
Pelayanan dilakukan secara tertulis disertai pembatasan | kalender

kriteria alasan.

4 | Biaya Tarif Kata ‘biaya’ dihilangkan atau direvisi dengan | 7 (tujuh) hari

kata lain yang tetap mendeskripsikan adanya | kalender
biaya penggandaan/fofocopy informasi yang
berbentuk Aardcopy.

5 | Penanganan e Terdapat mekanisme/alur  penanganan | 7 (tujuh) hari
Pengaduan, pengaduan (adanya kanal pengaduan). kalender
saran, dan e Adanya SK Tim Penanganan Pengaduan
masukan/apresiasi dibawah Pimpinan langsung.

e Menyebutkan  jangka  waktu  proses
pengaduan dan prosedur penanganan
pengaduan.

e Adanya kompensasi apabila pengaduan tidak
dapat diproses/ditangani sesuai tenggat
waktu yang ditetapkan.

6 | Dasar Hukum e Ditambahkan Undang-Undang Nomor 25 |7 (tujuh) hari

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kalender

e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2019 perlu dicek kembali.

7 | Sarana dan | e Disebutkan semua sarana dan prasarana | 7 (tujuh) hari
Prasarana, yang dimiliki oleh KPU DIY, dengan | kalender
dan/atau fasilitas menambahkan antara lain toilet umum, toilet

disabilitas, tempat ibadah, ruang laktasi, area
bermain anak, area parkir, area parkir
disabilitas, jalur disabilitas, kursi roda.

8 | Pengawasan Dilakukan oleh atasan PPID. 7 (tujuh) hari
Internal kalender

9 | Jumlah Pelaksana | Disesuaikan dengan Surat Keputusan Petugas | 7 (tujuh) hari

Pelayanan dan disebutkan secara lengkap judul | kalender
nomenklatur Surat Keputusan.

10 | Jaminan Selain Maklumat Pelayanan informasi, dibuatkan | 7 (tujuh) hari
Pelayanan Surat Keputusan pemberian kompensasi apabila | kalender

pelayanan tidak sesuai dengan standar.

11 | Jaminan Ditambahkan adanya petugas keamanan, CCTV, | 7 (tujuh) hari
Keamanan dan | alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik | kalender
Keselamatan kumpul, kotak P3K serta matrik prosedur
Pelayanan keselamatan.

12 | Evaluasi Kinerja Evaluasi yang dilakukan harus di | 7 (tujuh) hari

administrasikan dan di dokumentasikan. kalender

Mertovsrern 7




Identifikasi

Masalah

Usulan Rekomendasi Perbaikan

b. Terkait Pendidikan Pemilih Melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta

Jangka
Waktu

Penyelesaian

Persyaratan e Rentang waktu pelaksanaan dari pengajuan | 7 (tujuh) hari
sampai dengan dilaksanakan acara. kalender
e Penambahan juru bicara isyarat untuk
disabilitas yang bisa on ca// untuk pelayanan,
serta template untuk tuna netra.
Sistem, Menyebutkan jangka waktu proses pelayanan | 7 (tujuh) hari
mekanisme, dan dan prosedur penanganan pelayanan disertai | kalender
prosedur bagan alur.
Jangka waktu | Tidak perlu menyebutkan jumlah pelayanan | 7 (tujuh) hari
pelayanan yang dilakukan. kalender
Produk Pelayanan | Dituliskan nama/judul kegiatan dan mengganti | 7 (tujuh) hari
jumlah jam pelajaran menjadi per 45 menit | kalender

(contoh: 16x45 menit).

Penanganan e Terdapat mekanisme/alur penanganan 7 (tujuh) hari
Pengaduan, pengaduan (adanya kanal pengaduan). kalender
saran, dan e Adanya SK Tim Penanganan Pengaduan
masukan/apresiasi dibawah Pimpinan langsung.
e Menyebutkan jangka waktu proses
pengaduan dan prosedur penanganan
pengaduan.
e Adanya kompensasi apabila pengaduan tidak
dapat diproses/ditangani sesuai tenggat
waktu yang ditetapkan.
Kompetensi Berdasarkan SK Pelayanan Pendidikan Pemilih | 7 (tujuh) hari
Pelaksana kalender
Jumlah Pelaksana | Berdasarkan SK Pelayanan Pendidikan Pemilih | 7 (tujuh) hari
kalender
Jaminan Selain  Maklumat  Pelayanan informasi, | 7 (tujuh) hari
Pelayanan dibuatkan  Surat  Keputusan  pemberian | kalender

kompensasi apabila pelayanan tidak sesuai
dengan standar.
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Identifikasi
Masalah

c. Terkait Magang Perguruan Tinggi

Usulan Rekomendasi Perbaikan

Jangka
Waktu

Penyelesaian

Persyaratan e Dapat ditambahkan persyaratan Mahasiswa | 7 (tujuh) hari
menandatangani surat pernyataan bersedia kalender
menyimpan rahasia lembaga.

e Pelaksanaan magang dilakukan secara
daring atau luring.

Sistem, e Kanal permohonan informasi ditambah | 7 (tujuh) hari

Mekanisme dan dengan aplikasi telegram, instagram, dan kalender

Prosedur twitter serta faksimili dihapus karena sudah

tidak relevan.

e Ditambah bagan alur dari awal proses
permohonan informasi sampai dengan
terpenuhinya informasi yang diminta serta
diberikan batasan waktu dalam setiap
prosesnya.

Produk Pelayanan

Perlu diberi informasi jurusan yang dibutuhkan
dan sesuai dengan capaian Program Studi
Mahasiswa.

7 (tujuh) hari
kalender

Penanganan e Terdapat mekanisme/alur penanganan | 7 (tujuh) hari
Pengaduan, pengaduan (adanya kanal pengaduan). kalender
saran, dan e Adanya SK Tim Penanganan Pengaduan
masukan/apresiasi dibawah Pimpinan langsung.
e Menyebutkan jangka waktu proses
pengaduan dan prosedur penanganan
pengaduan.
e Adanya kompensasi apabila pengaduan
tidak dapat diproses/ditangani sesuai
tenggat waktu yang ditetapkan.
Sarana dan | ¢ Disebutkan semua sarana dan prasarana | 7 (tujuh) hari
Prasarana, yang dimiliki oleh KPU DIY, dengan kalender

dan/atau fasilitas

menambahkan antara lain toilet umum, toilet
disabilitas, tempat ibadah, ruang laktasi,
area bermain anak, area parkir, area parkir
disabilitas, jalur disabilitas, kursi roda.

Jaminan Selain Maklumat Pelayanan, dibuatkan Surat | 7 (tujuh) hari

Pelayanan Keputusan pemberian kompensasi apabila kalender
pelayanan tidak sesuai dengan standar.

Jaminan Ditambahkan adanya petugas keamanan, | 7 (tujuh) hari

Keamanan dan

CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi,

kalender
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Identifikasi Jangka

Usulan Rekomendasi Perbaikan Waktu

Masalah Penyelesaian
Keselamatan titik kumpul, kotak P3K serta matriks prosedur
Pelayanan keselamatan.

8 | Evaluasi Kinerja Evaluasi yang dilakukan harus  di| 7 (tujuh) hari
administrasikan dan di dokumentasikan serta kalender
melibatkan pengguna layanannya.

D. PENUTUP

Pelaksanaan Forum Konsultasi Pelayanan Publik Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat meningkatkan kualitas
pelayanan di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Laporan ini dibuat sebagai bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang
sama di masa mendatang, serta dapat memberikan informasi dalam perbaikan pelayanan publik di
Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 3 November 2023
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LAMPIRAN |
SURAT UNDANGAN DAN NOTULENSI



KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Aipda Tut Harsono No. 47, Yogyakarta
Telp: (0274) 558005, 558006, Fax: (0274) 558006

Yogyakarta,2q Oktober 2023

Nomor ;e\ /PP.01-Und/34/3/2023

Sifat . Segera
Perihal : Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta

di -
Tempat

Dalam rangka Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan
di Lingkungan KPU DIY, dengan ini kami mengundang Saudara dalam kegiatan
yang dilaksanakan pada:
Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu . 12.00 WIB s.d selesai
Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

~_Sekretarls,

Muhammad Hasyim



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta 21 Oktober 2023
Nomor N2 4/PP.01-Und/34/3/2023
Sifat . Segera
Perihal . Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Ketua Tim Penggerak PKK DIY

di -
Tempat

Dalam rangka Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan

di Lingkungan KPU DIY, dengan ini kami mengundang Saudara dalam kegiatan yang
dilaksanakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesai
Tempat : Amaranta Prambanan

Dawangsari 02/03 No. 45 Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, kami sampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih
melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-
hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani
(R dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia (R |

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta,2q Oktober 2023
Nomor 1124 /PP.01-Und/34/3/2023
Sifat . Segera
Perihal . Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Bapak/lbu/Saudara sebagaimana terlampir

di -
Tempat

Dalam rangka Forum Konsuitasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan

di Lingkungan KPU DIY, dengan ini kami mengundang Bapak/lbu/Saudara dalam
kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesai
Tempat : Amaranta Prambanan

Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirgjo, Prambanan,
Sleman

Demikian disampaikan, atas kehadiran Bapak/lbu/Saudara diucapkan terima kasih.
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Lampiran undangan nomor:  /PP.01-Und/34/3/2023

i

O NOOTA N

w

- Ketua, Anggota beserta Sekretaris KPU DIY;
Kepala Bagian di lingkungan KPU DIY:
Kepala Sub Bagian di lingkungan KPU DIY;

Siti Robitoh:

Ahmad Wiatmoko;

Sari Ananingsih;

Gemilang Padma Witantra;

= 10.J8;
= 11.Feri Joni Susanto;
, 12. Nabila Dewani Putr;
~ " 13.Naswa Malika Mulya;
14. Muhammad Taufik Qurahman.

Staf Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY;

- Py
T




KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta,24 Oktober 2023
Nomor ' 122 /PP.01-Und/34/3/2023
Sifat . Segera
Perihal : Undangan

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Ketua Umum Karang Taruna DIY

di -
Tempat

Dalam rangka Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan di
Lingkungan KPU DIY, dengan ini kami mengundang Saudara dalam kegiatan yang
dilaksanakan pada:

Hari . Kamis

Tanggal : 26 Oktober 2023

Waktu : 12.00 WIB s.d selesai

Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, kami sampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilin
melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-
hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani
(O | o Sdri Fadzila Ulfa Nadia (On )

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta 240ktober 2023
Nomeor : 122/PP.01-Und/34/3/2023
Sifat . Segera
Perihal . Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Ketua PWNU DIY

di -
Tempat

Dalam rangka Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan
di Lingkungan KPU DIY, dengan ini kami mengundang Saudara dalam kegiatan yang
dilaksanakan pada:

Hari . Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu . 12.00 WIB s.d selesai

Tempat . Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, kami sampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih
melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-
hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani
(N ) a0 Sdri Fadzila Ulfa Nadia ().

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.




KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta 2#Oktober 2023
Nomor t 12 /PP.01-Und/34/3/2023
Sifat . Segera
Perihal . Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Ketua Umum Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) DIY

di
Tempat

Dalam rangka Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan
di Lingkungan KPU DIY, dengan ini kami mengundang Saudara dalam kegiatan yang
dilaksanakan pada:

Hari . Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesai

Tempat . Amaranta Prambanan

Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, kami sampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih
melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-
hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani
() dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia (R )

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta 2{Oktober 2023
Nomor  : T22/PP.01-Und/34/3/2023
Sifat . Segera
Perihal . Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

¥Yth. Direktur Yayasan NARASITA

di -
Tempat

Dalam rangka Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan
di Lingkungan KPU DIY, dengan ini kami mengundang Saudara dalam kegiatan yang
dilaksanakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Oktober 2023

Waktu : 12.00 WIB s.d selesai

Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45 Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagal bahan pencermatan, kami sampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih
melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-
hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani
() dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia ().

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 210ktober 2023
Nomor 79 /PP.01-Und/34/3/2023
Sifat . Segera
Perihal . Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Pimpinan Lembaga Konsumen Yogyakarta

di -
Tempat

Dalam rangka Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan
di Lingkungan KPU DIY, dengan ini kami mengundang Saudara dalam kegiatan yang
dilaksanakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu . 12.00 WIB s.d selesai
Tempat . Amaranta Prambanan

Dawangsari 02/03 No. 45 Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, kami sampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih
melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-
hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani
() cian Sdri Fadzila Ulfa Nadia ().

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.




wKOMIS);

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta 24 Oktober 2023

Nomor  : (8 /PP.01-Und/34/3/2023
Sifat . Segera

Perihal . Undangan

Lampiran : 1 (satu)

Yth. Pimpinan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel

di-
Tempat

Dalam rangka Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan
di Lingkungan KPU DIY, dengan ini kami mengundang Saudara dalam kegiatan yang
dilaksanakan pada:

Hari ¢ Kamis

Tanggal : 26 Oktober 2023

Waktu : 12.00 WIB s.d selesai

Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, kami sampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih
melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-
hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani
() dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia ((EEEs )

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.




KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, Oktober 2023

Nomor D W)PP.01-Und/34/312023

Sifat . Segera
Perihal . Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Yth. Dekan Fakultas lImu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di
Tempat

Dalam rangka Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan

di Lingkungan KPU DIY, dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk menugaskan
1 (satu) orang personil yang membidangi Pelayanan Publik dalam kegiatan yang
dilaksanakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Oktober 2023

Waktu : 12.00 WIB s.d selesai

Tempat : Amaranta Prambanan

Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagal bahan pencermatan, berikut disampaikan Susunan Acara dan Standar
Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan sebagaimana terlampir.
Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani
() dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia ((IEE—)

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih,




KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Yogyaka ra,24 Oktober 2023
Nomor  :"1W/PP.01-Und/34/3/2023
Sifat . Segera
Perihal : Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Dekan Fakultas limu Sosial dan limu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
di
Tempat

Dalam rangka Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan
di Lingkungan KPU DIY, dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk menugaskan
1 (satu) orang personil yang membidangi Pelayanan Publik dalam kegiatan yang
dilaksanakan pada:
Hari . Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu  : 12.00 WIB s.d selesaj
Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Susunan Acara dan Standar
Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan sebagaimana terlampir.
Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani
(QEESSNN) can Sdri Fadzila Ulfa Nadia ((RESSSS—)

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.




KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta 24 Oktober 2023

Nemor - NIS/PP.01-Und/34/3/2023

Sifat . Segera
Perihal . Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta

di-
Tempat

Dalam rangka Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan
di Lingkungan KPU DIY, dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk menugaskan
1 (satu) orang personil yang membidangi Pelayanan Publik dalam kegiatan yang
dilaksanakan pada:

Hari . Kamis

Tanggal : 26 Oktober 2023

Waktu : 12.00 WIB s.d selesal

Tempat . Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Susunan Acara dan Standar
Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan sebagaimana terlampir.
Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani
(N ) dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia (0N

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.




KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta 24Oktober 2023

Momaor ‘TA/PP.01-Und/34/3/2023

Sifat . Segera
Perihal : Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

¥th. Dekan Fakultas limu Sosial dan limu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

di -
Tempat

Dalam rangka Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan
di Lingkungan KPU DIY, dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk menugaskan
1 (satu) orang personil yang membidangi Pelayanan Publik dalam kegiatan yang
dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesal

Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 MNo. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, kami sampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih
melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-
hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani

( () ¢z Sdri Fadzila Ulfa Nadia ().
Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.




KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Nomor ;1% /PP.01-Und/34/3/2023
Sifat . Segera

Perihal . Undangan

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Dekan Fakultas Psikologi dan limu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

di -
Tempat

Dalam rangka Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan
di Lingkungan KPU DIY, dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk menugaskan
1 (satu) orang personil yang membidangi Pelayanan Publik dalam kegiatan yang

dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu . 12.00 WIB s.d selesai
Tempat . Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 MNo. 45, Sambirejo, Prambanan,

Sleman

Sebagai bahan pencermatan, kami sampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih

melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-
hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani

() 2 Sdri Fadzila Ulfa Nadia (R ).

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.




KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

YogyakartaaOktober 2023

Nomor : \2-/PP.01-Und/34/3/2023

Sifat : Segera
Perihal : Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Dekan Fakultas limu Sosial, Hukum dan limu Politik
Universitas Negeri Yogyakarta

di -
Tempat

Dalam rangka Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan
di Lingkungan KPU DIY, dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk menugaskan
1 (satu) orang personil yang membidangi Pelayanan Publik dalam kegiatan yang

dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesai
Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,

Sleman

Sebagai bahan pencermatan, kami sampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih
melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-
hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani
(N dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia (R )

Demikian kami sampalkan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.




KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta,2q Oktober 2023

Nomor TV /PP.01-Und/34/3/2023
Sifat . Segera

Perihal © Undangan

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Dekan Fakultas llmu Sosial dan limu Palitik
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

di -
Tempat

Dalam rangka Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan
di Lingkungan KPU DIY, dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk menugaskan
1 (satu) orang personil yang membidangi Pelayanan Publik dalam kegiatan yang
dilaksanakan pada:
Hari . Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu  : 12.00 WIB s.d selesai
Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagal bahan pencermatan, kami sampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih
melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-
hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani
() dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia (———




KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta 29 Oktober 2023
Nomor : 709/PP.01-Und/34/3/2023
Sifat . Segera
Perihal : Undangan

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Pimpinan Redaksi Tribun Yogyakarta

di-
Tempat

Dalam rangka Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan
di Lingkungan KPU DIY, dengan ini kami mengundang Saudara dalam kegiatan yang
dilaksanakan pada:

Hari . Kamis

Tanggal : 26 Oktober 2023

Waktu : 12.00 WIB s.d selesal

Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Standar Pelayanan Pendidikan
Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir.
Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani
(NN dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia | ——

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta 24 Oktober 2023
Nomor  : 708 /PP 01-Und/34/3/2023
Sifat . Segera
Perihal . Undangan

Lampiran 1 (satu) dokumen

Yth. Pimpinan Redaksi Harian Jogja

di-
Tempat

Dalam rangka Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan
di Lingkungan KPU DJY, dengan ini kami mengundang Saudara dalam kegiatan yang
dilaksanakan pada:
Hari . Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Wakiu . 12.00wie 5.d selesai
Tempat : Amaranta Prambanan

Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,

Sebagai bahan Pencermatan, berikut disampaikan Standar Pelayanan Pendidikan
Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIy seébagaimana terlampir,
Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani

(ORSES) 0 Sdri Fagzila Ulfa Nadia (QRa—

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih,

Catatan: Undangan berlaky untuk 1 (satu) orang



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta 240ktaber 2023
Nomor : 707/PP.01-Und/34/3/2023
Sifat ¢ Segera
Perihal . Undangan

Lampiran : 1 (satu) dokumen

¥Yth. Pimpinan Pusat Muhammadiyah DIY

di -
Tempat

Dalam rangka Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan
di Lingkungan KPU DIY, dengan ini kami mengundang Saudara dalam kegiatan yang
dilaksanakan pada:
Hari . Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu . 12.00 WIB s.d selesai
Tempat : Amaranta Prambanan

Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, kami sampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih
melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-

hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani
() ¢an Sdri Fadzila Ulfa Nadia (R )

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.



- e
LipaH =

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta,24Oktober 2023
Nomor - 05/PP.01-Und/34/3/2023
Sifat : Segera
Perihal . Undangan

Lampiran : 1 (satu) dokumen
Yth. Ketua Komisi Informasi Daerah DIY
di -
Tempat

Dalam rangka Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan
di Lingkungan KPU DIY, dengan ini kami mengundang Saudara dalam rapat yang
dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesai

Tempat : Amaranta Prambanan

Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Standar Pelayanan Pendidikan
Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir.
Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani
() dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia ().

Catatan: Undangan hanya berlaku untuk 1 (satu) orang.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2{Oktober 2023

MNomor : 165/PP.01-Und/34/3/2023

Sifat . Segera
Perihal . Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Kepala Badan Kesbangpol DIY

di -
Tempat

Dalam rangka Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan
di Lingkungan KPU DIY, dengan ini kami mengundang Saudara dalam rapat yang
dilaksanakan pada:
Hari . Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesai
Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Standar Pelayanan Pendidikan
Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir.
Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani
(ONEE) dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia ( (R

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.




KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta 34 Oktober 2023

Nomor - “J0A /PP.01-Und/34/3/2023

Sifat . Segera
Perihal : Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

di -
Tempat

Dalam rangka Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan
di Lingkungan KPU DIY, dengan ini kami mengundang Saudara dalam kegiatan yang
dilaksanakan pada:

Hari . Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu : 12.00 WIB s.d selesai

Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Standar Pelayanan Pendidikan
Pemilih melalul Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir.
Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani
(O, dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia (R ).

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Sau

dara ucapkan terima kasih.
N

Catatan: Undangan hanya berlaku untuk 1 (satu) orang.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

MNomor :JO3PP.01-Und/34/3/2023

Sifat : Segera
Perihal . Undangan
Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Ombudsman RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta

di -
Tempat

Dalam rangka Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan
di Lingkungan KPU DIY, dengan ini kami mengundang Saudara dalam kegiatan yang
dilaksanakan pada:
Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu @ 12.00 WIB s.d selesai
Tempat @ Amaranta Prambanan

Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,
Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Standar Pelayanan Pendidikan
Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir.
Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani
(O dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia (CHRS )

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Catatan: Undangan hanya berlaku untuk 1 (satu) orang.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta,24 Oktober 2023

Nomor : TO2PP.01-Und/34/3/2023
Sifat . Segera

Perihal . Undangan

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Yth. Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta

di-
Tempat

Dalam rangka Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan
di Lingkungan KPU DIY, dengan ini kami mengundang Saudara dalam kegiatan yang
dilaksanakan pada:
Hari . Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023
Waktu © 12.00 WIB s.d selesai

Tempat : Amaranta Prambanan
Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan,

Sleman

Sebagai bahan pencermatan, kami sampaikan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih

melalui Pendidikan Kepemiluan di lingkungan KPU DIY sebagaimana terlampir. Terkait hal-
hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani

(ONE) dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia (IR ).

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.



NOTULA

TENTANG
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) EVALUASISTANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KPU DIY
HARI : Kamis
TANGGAL :26 Oktober 2023
PUKUL 112,00 - 18.00 WIB

TEMPAT : Amaranta Prambanan Hotel
Dawangsari 02/03 No. 45 Sambirejo, Prambanan,
Sleman

PESERTA ¥ ANG DIUNDANG :

Ketua dan Anggota beserta Sekretaris KPU DIY;
Sekretaris KU Kabupaten/Kota se-D1Y;

Bawaslu DIY;

Ombudsman RI Perwakilan DIY;

Badan Kesbangpol DIY;

Komisi Informasi Daerah DIY;

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY;

ISI Yogvakarta;

. UPN Veteran Yogyakarts;

10. UIN Sunan Kalijaga;

11. PKK DIY;

12. Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) DIY;
13. Komite Disabilitas DIY;

14. Perkurmpulan NARASITA;

15. Karang Tamuna DIY;

16. Tribun Jogja;

17, Harian Jogja;

18, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di lingkungan KPU DIY;
19. Staf di lingkungan KPU DIY.

I R S S

A. PEMBUKAAN

Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan KPU DIY
dimulai pada puknl 14.00 WIB dibuka dengan menyanyiken lagn Indonesia Raya dan
mendengarkan jingle Pemiln. Dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Bapak Imam Wahyudi.
Ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi membuka acara dengan menyampaikan FKP yang
diselenggarakan kali ini untuk meminta masukan standar pelayanan di KPU DIY, sebagai
lembaga pelayanan yang melayani peseria pemily dan pemilih. Kami berharap ada
mput/masukan terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan oleh KPU DIY. Pelayanan yang

1




KPU DIY benkan diantaranya adalah pemberian informasi, mahasiswa magang serta
pendidikan pemilih melalui pendidikan kepemiluan.

B. PAPARAN MATERI

Analis Primadani - Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY

Akan dilaksanakan sosialisasi pindah pemilih oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan
Informasi KPU DIY Moh Zaenuri Tkhsan, kemudian dilanjutkan dengan forum diskusi oleh
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY, Sri
Surani.

Mah Zaenuri Ikhsan - Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY

- Di tahapan ini KPU sedang melaksanakan pelayanan pindah pemilih. Wakiunya sampai 30
(tiga puluh) hari sebelum pemungutan svara, dan ada kategori-kategori tertentu vang
dilayam 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara

- Di daftar pemilih ada tiga kategori, yaitu : Daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan
(DPTb) dan daftar pemilih khusus.
Di DIY ada sekitar 50 nbu DPTh, di Kabupaten Sleman ada sekitar 25 ribu.

- Daftar pemilih khusus. adalah pemilih yang memiliki identitas namun belum terdafiar di
DPT mavpun DPTh,

= Tala cara pindah pemilih :

Cara Pindah Memilih

Pindah Memilih dapat dilakukan cleh Pemdih Yang telah
terdaftor dalom OPT tapi kerena keodoan tertentu ingin
menggunakan hok pilhreygo di TPS loin

P Rshapgtend Baka
e R enaten




Syarat pindah pemilih :

S A AL A R

Syaraf Pindah Memilih

HINGEA K -30 HINGEA H -7

Froyandang dissbden) vamg menplem prrywens 4ipaen
ol stan past rekabdran

tlenmds babanen oo nesmsh tahenn i Fmbaes
pEEivakITIn 3t Mrpadins vazs weding menplias

Beierp ddor domuderi

Diokoumean Bukll Dukung

‘et o deyndanzgmm plel pEpran mmamn s
pwraaskias das cap baiad

bern I.znfmp:. den pann w vl wren pann pebak cran
EERAITEEfIL: Pl b pISPEIS SIS E M R ratabasn dag cap
harak

Sarel tagat sow ketetaagas dfamdatiagac ok |EmpRas |
matan e peiusakaan dan cop bawak daa Siokeps KT o
dan mrs K verbers

Analis Primadani - Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KFU DIY

- Jika butuh informasi, bisa datang ke KPU DIY



STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU DIY

Sri Surani — Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan

S5DM KPU DIY

- Penjelasan mengenai Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih Melalui Pendidikan

Kepemiluan di KPU DIY

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMIS] PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOOYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN
PEMILIH MELALLA PENDIDIKAN
KEPEMILUAN DI LINGKUNOAN KOMIS!
PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA
YOOYAKARTA

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUL FENDIDIKAN

KEPEMILUAN

ROMIR! PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOOYAKARTA

NO| __ KOMPONEN |

mem LAYANAN (SERVICE POINT)

Persyaratan 1

Din Gl Grgare e Fang |

bertmdan hukum

i I' 4_+

|
i — 1
|

Sintem, mekanisme, dan 1
prosadir

Pengajisan pemulu_n'uu' aimhipulkln
KPU MY paling lambat 30 (tigs puluhb) han
kerjs sebelum pelaksanman kegaton

Prratidikan  Kepemiluan minimal oadoalah 20
fdun puluh) ormog dan maksimel sdalah 30

[tign puluh)

Jumbnhy pesertn yung shan mengkat Layanan

Grang. |
Pendidikian Kepemiluan dapat difasiliasi di

tahun vang berjalan, sesual dengan kucts yang
| termedin. Dalam hal tidoak dapat dipenuhi di
tahun tersebut, dapat didaftarkan  untuk
diikutsertakan dalam polaksansan o tuhun

benkutmya.

Pemohon mengajukan  permohonan ll.g.ml,n'

Pendidikan Kepermluan kepada Ketua KPU
DY dalam bentuk surat resm, vong ditujukin
ke alamat kantor KPU DIY - Jdalan Aipuia Tut
Harsono Nomor 47 Yogvakarts, dan/atau
alamal  e-mail  divitkpuogesd,  dengan
menyebutkan nama onganisas pemohon dan
penanggungiawabnya  scrta  mencantumbkan
cortocd person vang dapat dihubangl

Eetus KPU (MY menyampaikan jawaban atas
sursl  permohonan  Lovanan  Pendudikan
Kepemiluan ternebut paling lamban 3 {tign) hari
kerja aetelah diterimanya surnl permohonan.




TUntuk tindak lanjut teknis pelaksanaan |
Pendidikan  Kepemiluan  ini  dilaksanakan
sesuni Standar Operasional Prosedur yang |

Uniuk pelaksanann  Loyvanan  Pendidikan |
Kepemiluan ini diselenggarakan sebanyak 3|
(tiga) kali dalam satu tahun |

Dalam  masing- masing h:ghun Lavanan 1
Pendidikan Kepemiluan tersobut jumgka wakiu |
pelnkasnann kegiatan adalah 2 (dua) har atow |

| Pemohon tidak dikenakan biaya/tarl dalam |
!p:mhmn Layanan Pendidikan Kepemiluan |
maupun  dalam  pelaksanaan lx}‘nnl.n

Pelaknanann Layanan Pendidikan Kepemiluan
dibebankan pada DIPA 076 Komini Pemiliban
Umum Dacrah Istimewa Yogyakarts

| Penynmpatan mater pendidikan kepemilunan

| i |
- | telah ditetapkan sehagaimana terlampir
3. |Jlnﬂ1 wakiu pclayanan 1
2
sewra dengan 16 jam pelajaran
4, | Biayaftarif —
{ Pendidikan Kepemiluan
]
[
5. | Produk pelayanan I Kurikulum pendidikon kepemaluan
F
I 3 i Bertifiknt kompetenm dusar kepemiuan
6. | Penanganan pengaduan, | Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap
saran, dan

mssukan /apreais

lnynnan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan

| rrl.'lnh.lt.

LR

| Secara tertulis dengan mengisi formulir

| pengaduan /saran yang tersedia di PPID
Komisi Pemilihan Umum Dacrah Istimesa
Yogynkartn dan dimasukkan ke dalam Hotak
Pengndunan Masyarakat.

Telepon : [0274) 558006

Whatsapp : 081911301775

Inntagram : {kpudiy

Twatter © ikpudiy

Faccbook : KPU [XY

Emnil : diyiipu.go id

Email hotline : kpudiy rediigmail com

Dasar hukum

m PELAYANAN mm '

Undang-Undang Nomar 25 Tuhu;n_mﬁﬂ_]l
tentang Pelayanan Publik (Lemburon  Negam |
Republik Indonesin Tohun 2006 Nomor 112, |
Tambahan  Lemboaran  Negara  Republik |
Indonesia Nomor

S038);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang |
Pemilihan Umum i [Lembarun Kegarn Hepublik | |




URAIAN

A

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomaor
6109) sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Urscang-
Undang Nomor 1 Tohun 2023 tentang
Perubahan ates Undang Undang Nomaor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan  Umum
| lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Peraturan Presiden Nomoar 76 Tahun 2013
temiang Pengelolaan Pengaduan Peluvanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 191);

Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokms) Nomer 15
Tahun 2014 tentang  Pedoman  Siandar
Peluynnan (Berita negam Republik Indonesin
Tuhun 2014 Nomar 615);

Peraturan Komsi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerga mm.ii
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provingl don  Komisi  Pemilihan Ui
Kabupaten /Kota, schagaimana teloh beberapa
Jali dinbah terakhir dengan Peraturan Honuul'
Pemulihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 1ml.ma
Perubahan Keempat atas Peraturan Kamulu
Pemilihan Umum Nomor B Tahun 2019 tentang |
Tatn Kena Komisi Pemiliban Umum, Komisi
Pemilihon  Umum  Provinm, dan  Komesi
Pemilihan - Umum  Knbupaten Kows  (Berita
w Republik Indonesia Tahun 2022 Nomaor

Peruturan Komisi Pemilihon Umum Nomar 14
Tahun 2020 (entang Tugas, Fungsi, Susunan |
Orgnnisnsl, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sckretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sckretariat
Komisi  Pemilihan Umum  KeabupatenKotn
[Berita Negara Republik Indonesin Tahun 2020
Nomor 1236] scbagnimana telah  diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomaor 3 Tahun 2023 tentang Ferubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tohun 2020 tentang Tugns, Fungs, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerjn Sekretariat Jenderal
Komind Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihon  Umum  Provinsi, dan Sckretariat
Komisi Pemililhan Umum  Kabupaten/Kola
{Berita Negarn Republik Indonesin Tahun 2023 |
Romor 99);




dan farau fasiliias

e -

ﬁﬁn}wlun internal

"2 | Sarans dan prosarans,

. B S —
| 7 | Peraturan Kamisi Pemilihan Umum Nomor 9
| Tahun 2022 tentang Partisipasi Masvarakat |
dalam Pemilhan Umum dan  Pemilihan |
Gubernur dun Wakil Gubernur, Bupati dan |
Walkil Bupati, dan/otsu Walikota dan Wakil |
Walikotn [Heritn Negara  Hepublik  Indonesa
Tahun 2022 Nomor 1160, |

& | Kepulusan Komesi Pemiliban Umum Daeral |
Istinewa  Yogyakana Nomor 103/HK.031-
Kpt /A [ Prow /X111 2019 tentang Pembentukan |
| Tim Koordinasi Penanganan Peogadoan |
| Masyarakal terhadap Pelayanan Publik di |
Komisl Pemillhan Umum Dacrabh Istimewa
Yopukarta schagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Dasrah Istimewa Yogyakarts |
| Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan |
| Kedua atas Keputusan Komisi  Pemniliban
Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Normor
102 /HE.OX I-Kpt /34 | Prov /XIL /2019 tentang
Pembeniukan T Koordimas  Ponangarsan
Pengndunn  Masyurnkat terhodap  Pelayanan
Publik di Komisi Pemilihan Vmum Deerah
Intimewn Yogyukarta;

Sarana dan prasarana  pelaksanasn  pendidilean
pemilih meliputi: gedung pertemuan yang memada,
poranghat teknologn informasi, maten  kepemiluan
vung terstundardisasi, alut peragn pendidikan pemilib
yung ramah disabilitas, dokumentasi (alat perckam
dan kameral, sound system. LCD Projector, Alat Tulis
Kantor dan alal pendukiung lainnya.

_'u Pendidikan h]mmhlln dilaksanskan scich pcﬂnml

yang berkompeten di bidang kepomuluan, mekiputi
| Kztuu.. Anggota, Sckrotaris dan pejabat struktural di
lingkungan Komisi Pemilihan  Umum  Dacrah
Iatimewn Yogvakarta dan Komisi Pemiliban Umum

| Dalam m-.p prlaknanmn Layunan  Pendidilan

Keperniluan akan dilakubkmn pengnwasan  interrul
yang diakukan sccars begempang,  berkals  dan
berkelanjutan.

5. | Jumiah pelnksans

5 [ima] orang Anggots Komisi Pemilthan Umam
Ducrah Isttmewn Yogyukarta dan 10 [scpuluh) orang
pervalalan anggots KPU Kobupaton/ Kota sc-Dacrah
Istimewn Yogyakarta, seria 10 (sepuluh) orang unsur
Selkretariat Komisi Pemilihan Umum Dacrah Istimeoas
Yopnkania




NO | KOMPONEN | - URAIAN N
6 |

Janunan pelayanan i1 *H'.-_klmnl Pn-hrm;n N i el
| | Kegratan Layanan FPendiohkan Kepermiluan

dilaksanakan sesusl  padwal  vang  tclab |

T . L T ——— 4

| difanilitnni olch permonil yang berkompeten
setta metidipatkan prhigesan

4 +lhn-h Layanan Prndidikan Kepemiluan }-;n;'
disampaiban sesusl dengan kurikulum vang
|sudah  ditctapkan oleh  Komisi  Pemilihan
| Umum Daerah Istimewa Yogyakara — 1
> | Kegatan Lavanan Pendidikan  Kepemiluan
dilaksanakan di rusngan yang representaiaf,
| J_Em-d.u dan aksesibel.

7. | Jarmnan keamanan dan Layunan Pendidikan Kepemiluan  dilaksanakan di
keaelamatan pelaymnan tempat yrng telah dilengieapl dengan sarana dan
prasarans keamanan dan kesclamatan pelayanan
meliputh pos keamanan dan pemeriagan 3l pinig
sk yarg siags 24 jam non stop, sisterm keamanan
yang dilengkapi denymn kamera CCTY, tersedianya
alrine falarm kebakaran, jalur evikuasi, kelengkspan
Periolongan Pertama  pads  Keoelakaan  [P3K),
kelengkapan pemadam kebaksran, dan alal pengeras
sunrs atau TOA

b

-—

H. | Evaluasi kinerja pelaksana | | Evaluasi prlaksanaan Penditican Kepemihuan |
oleh  peserta  didakukan  disctmp  akhir
| priaksanaan keguatan

| | 2 | Evaluasi internal dilakuian peda forem Rapat

| Meno Rutin | Ketua  dan Anggota  dengan

Sekretanial Komist Permbihan Umum Dacrah

| Istimewa  Yogpvakarta dan/atay  Mapat

| Struktural Komisi Pemilihan Umum Dacrah
Istimewn Yogakarta

| 3 |Evaluasi pelayanan Pendidikan '&rﬁmnlmﬂ
L | meluhul Survei Kepussan Masyarakat |

Duetapkan di Yogyvakers
pada tanggal 14 April 2023

KETUA
KOMIS! PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
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Ealinan s vsst dengun salingm
LR LA OIS PEMILIMAN Lo HAMDAN KURNIAWAN
A 1T IME WA YOOTYAKART A
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- Kami meminta masukan terkait beberapa poin, terutama terkait Penyampaian Layanan
(Service Poinr) dan Pengelolaan Pelayanan (Manufaciuring).
- Silahkan memberikan masukan Penyampaian Layanan, untuk poin | yaitu Persvaratan.

M. Rifki - Ombudsman RI Perwakilan DIY
- Yang dimasud formulir apakah fisik, atau melalui website?
- Perlu diberi ruang untuk disabilitas, seperti untuk teman-teman tunanetra, dan lainnya.




Rudy Nurhaadoeko - Komisi Informasi Daerah DIY

- Ada kaitan dengan Undang-Undang perlindungan data pribadi. Apakah ada statemen dari
KPU bahwa data pribadi secure? Karena KPU sebagai penyelenggara pemilu harus bisa
memberi contoh pada masyarakat bahwa bisa menjamin keamanan data.

Fani Satria - Pimpinan Wilayah Mehammadiyah DIY
- Informasi apa yang dibutuhkan KPU untuk penggunaaan informasi publik?

Sri Surani — Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan
SDM KPU DIY
- Identitas

- Silahkan memberikan masukkan untuk poin 2 yaitu Sistem, Mekanisme dan Prosedur.

Farid B. Siswantoro - Komite Disabilitas DIY
- Tambahkan aplikasi Telegram.

M. Najib — Bawaslu DIY
- Facgimile sudah sedikit yang menggunakan,

M. Rifki - Ombudsman RI Perwakilan DIY
- Diberikan bagan alur,

Sri Surani — Ketna Divisi Sosialisast, Pendidikan Pemilik, Partisipasi Masyarakat dan
SDM KPU DIY
- BSaya sepakat untuk memberikan bagan alur.

Sulistyaningsih — UIN Sunan Kalijaga

- Tren perkembangan media sosial gaat ini tidak hanya Whatsapyp, tapi juga Instagram, Twitter
(%), dsb. Media sosial tersebut bisa menjadi media untuk menyampaikan aspirasi. Kalau
penyampaian aspirasi dari masyarakat lebih baik mengikuti perkembangan zaman. Seperti
memakai media sosial yang sedang banvak diakses.

Rudy Nurhandeke - Kumisi Informasi Daerah DIY

- Media permohonan informasi dan media mengumumkan bisa dibedakan atau disamakan.
Perlu ditambahkan mandatory webstte agar website bisa dipakai untuk mengumurnkan dan
memberikan informasi.

Sulistyaningsih — UIN Supan Kalijaga
- Follower twitter baru 1500-an, KPUJ DIY perlu pendekatan lagi pada masyarakat agar
Jfollower bertambah.

Fani Satria - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY
- Akses ke web KPU tidak terlalu mudah.




Sri Surani - Ketna Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan
SDM KPU DIY
- Poin 3 yaitu Jangka Waktn Pelayanan,

M. Rifki — Ombuodsman RI Perwakilan DTIY
- Diberikan rincian terkait jangka waktu pelayanan

Fauzul Haq - UPN Veteran Yogyakarta

- Apakah bisa di track bisnis proses permohonan? Misalkan ada gpprove email dari kami,
lalu hasilnya bisa kami cek sampai dimana prosesnya? Sampai kami mendapatkan
informasi, berapa lama mendapatkannya?

Rudy Nurhandako - Kemisi Informasi Daerah DIY
- Agar tidak terjadi double standard, harus ditambahkan mana informasi tabapan pemilihan,
mana informasi vang bukan tahapan.

Sri Surani — Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Par¢isipasi Masyarakat dan
SDM KPU DIY
- Terkait biaya/tarif, tidak ada biaya,

Fani Satria - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY
- KPU DIY menjelaskan dimana informasi yang menjadi hak publik dan dikecualikan.
- DCS dan DCT, apakah sudah diinformasikan ke publik?

Sri Surani — Ketua Divisi Sesialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan

SPM KPU DIY

- Informasi yang menjadi hak publik sudah di website, Kemudian info yang dikecualikan
diproses oleh KPU RI.

- DCS dan DCT sudah diinformasikan kepada masyarakat dan masukaan dari masyarakat
sudah kami terima.

Ribut - Tribun Jogja
- Biaya tarif agar ditiadakan.

Sri Surani — Ketua Divisi Sesialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan

SDM KPU DIY

- Biaya hanya saat pemohon informasi membutuhkan salinan informasi dalam bentuk
hardeopy.

Fitri Hartati — Pelaksana KPU DIY

- Jika pemohon meminta fotokopi, kami meminjam KTP dengan biaya dari pemohon.
- Opsi kedua, pemohon didampingi pihak kantor untuk fotokopi dengan biaya dari pemohon.
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Sri Surani — Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan
SDM KPU DIY
- Poin 5 yaitu Produk Pelayanan,

Tidak ada masukan

- Poin 6 yaiiu Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi.

M. Rifki — Ombudsman RI Perwakilan DIY

- Kanal pengaduan harus ada. Semua lembaga yang kami survei, harus ada kanal pengaduan,
yang berbasis teknologi dan tradisional (datang langsung, ada kotak saran, petugas khusus
pengaduan). Selain itu diperlukan Surat Keputusan oleh pimpinan untuk petugas khusus
pengaduan.

- Jangka waktu pengaduan, harus diberikan waktn sampai kapan pengaduan selesai ditangani,

PENGELOLAAN PELAYANAN ACTURING

Sri Surani — Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan
SDM KPU DIY

~ Pengelolaan Pelayanan, poin 1 yaitu dasar hukum,

M. Rifki — Ombudsman RI Perwakilan DIY
- Ditambahksn Undang-Undang Nomor 235 Tahun 2009 beserta Peraturan Komisi Informasi
nya.

Sri Surani — Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Par#isipasi Masyarakat dan
SDM KPU DIY
- Poin 2 yaitu Sarana Dan Prasarana dan/atau Fasilitas.

M. Rifki — Ombudsman RI Perwakilan DXY

- Kalau sarana di semua produk standar layanan sama, misalnya toilet, tempat ibadah, fasilitas
mtuk pengguna layanan berkebutuhan khusus (disabilitas, busui, bumil), ruang laktasi,
playground, jalur kursi roda, toilet umnm dan toilet disabilitas, area parkir,

Sri Surani — Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan
SDM KPU DIY

- Pom 3 yaitu Kompetensi Pelaksana.

- Poin 4 yaitu Pengawasan Internal.

- Poin 5 yaitu Jumlah Pelaksana.

M. Rifki — Ombudsman RI Perwakilan DIY

- Apa kompensasi yang didapat untuk masyarakat misal standar pelayanan tidak terpenuhi.
Seperti permintaan maaf.

~ Hamms dibuatkan surat keputusan terkait kompensasi (reward and punishment)

= Misal delay pesawat diberikan snack.

- Ada 14 item kompensasi standar pelayanan.
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- Kompensasi pelayanan diadakan agar pelayanan prima.

Sri Surani - Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan
SDM KPU DXY

- Poin 6 Jaminan Pelayanan.

- Poin 7 Jaminan Keamanandan Keselamatan.

M. Rifki — Ombudsman RI Perwakilan DIV
- Yang berhubungan dengan keselamatan pengunjung layanan ketika datang ke tempat
layanan. Seperti kydrant jika terjadi kebakaran, titik kumpul ketika gempa bami.

Fauzul Haq - UPN Veteran Yogyakarta
- Apakah dibutuhkan HIRA (Hazard Identification Risk Assessmeni).
- Bisa dibuat matriks keselamatan.

Sri Surani — Ketna Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan
SPM KPU DIY
- Poin 8 yaitu Evaluasi Kinerja Pelaksana.

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI PENDIDIKAN
KEPEMILUAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Sri Surani — Kefua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan
SDM KPU DIY

~ Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih Melalui Pendidikan Kepemiluan di KPU DIY.

~ Mohon masukan di poin 1 yaitn persyaratan.

Farid B. Siswantoro - Komite Disabilitas DIY
- Waktu pelaksanaan sejak diajukannya permohonan,
- Fasilitas yang disediakan.

Sri Surani — Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarzkat dan
SPDM KPU DIY
- Poin 2 yaitu Sistem, Mekanisme dan Prosedur.

M. Rifki — Ombudssman RI Perwakilan DIY
- Ketika masyarakat disabilitas meminta layanan, sebaiknya ada juru bahasa isyarat yang
disediakan dan bisa on call.
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- Produk layanan apakah bisa dilakukan diluar gedung KPU DIY?
- Dibuat flowchart jangka waktu.

Sri Surani — Ketua Divisi Sesialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan
SDM KPU DIY
- Poin 3 yaitu Jangka Wakiu Pelayanan.

Farid B. Siswantoro - Komite Disabilitas DIY
- Berapa jangka waktunya?

M. Rifki — Ombudsman RI Perwakilan DIY
- Pelayanan diberikan oleh KPU DIY berapa lama sampai ada keputusan. Lalu diterima atau
ditolak permohonannya.

Sri Surani — Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan
SDM KPU DIY

- Poin 4 yaitu Bizya dan Tarif.

- Tidak ada biaya.

- Poin § yaita Produk Layanan.

M. Rifki — Ombudsman RI Perwakilan DIY
- Pelaithan pendidikan pemilih agar disertakan jangka waktu pelayanan, misalnya 16 x 45
menit.

Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) DIY
- Pendidikan pemilih saja, tidak pakai pelatihan.

Sri Surani — Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan
SDM KPU DIY
- Poin 6 yaitu Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi.

M. Rifki — Ombudsman RI Perwakilan DIY
- Produk banyak tapi kanal pengaduan satu saja,

Sri Surani — Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan
SDM KPU DIY '

- Pengelolan Pelayanan :

- Poin 1 yaitu Dasar Hukum,

- Poin 2 yaitu Sarana Dan Prasarana.

= Poin 3 yaitu Kompetensi Pelaksana.

- Poin 4 yaitu Pengawasan Internal.

- Poin 5 yaitu Jumlah Pelaksana.,

- Poin 6 yaitu Jaminan Pelayanan,

- Poin 7 yaitu Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan.




- Poin & yaitu Evaluasi Kinerja Pelaksana,

STANDAR PELAYANAN MAGANG PERGURUAN TINGGI

Sri Surani — Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan
SDM KPU DIY

- Penyampeian Pelayanan.

- Poin 1 Pessyaratan, Proposal Terkait dengan Tujuan Magang,

- Poin 2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur.

- Poin 3 Jangka Wakiu Pelayanan, Berapa Lama Permohonan Disrespon.

Fauzul Haq - UPN Veteran Yogyakarta
- Apakah ada batasan semester untuk magang?

Sri Surani — Ketua Divisi Sesialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan
SDM KFPU DIY

- Tidak ada batasan semester,

- Poin 4 Biaya/Tarif.

- Poin 3 Produk Pelayanan,

Fauzul Haq - UPN Veteran Yogyakarta

= Untuk produk pelayanan, mungkin bisa diinfokan kebutuhan KPU DIY apa saja, misalnya
IT/akunting, dan dideskripsikan ruang lingkup kerja.

- Biasanya dibutubkan oleh mahasiswa adalah sertifikat. Ada 5 komponen syarat untnk
magang seperti job desk, jangka wakin magang, on side atau off side (bisakah WFH),
wanprestasi (konsekuensi apabila tidak masuk magang tanpa keterangan)

M. Rifki — Ombundsman RI Perwakilan DIY
- Produk pelayanan bisa dimasukkan di kompetensi pelaksana, di persyaratan. Lebih baik
tidak dikunci item nya.

Sulistyaningsih - UIN Sunan Kalijaga

- Menambahkan kriteria magang. Kompetensi program studi pelu dipertimbangkan. Jangan
semuya memegang administrasi. Contohnya seperti ilmu komunikasi kurang sesuai apabila
diminta membantu persuratan,

M. Rifki — Ombudsman RI Perwakilan DIY
- Mahasiswa harps menandatangant surat pernyataan wntuk menjaga kerahasiaan dokumen,
saat magang maupun seielah sclesai magang.

Sri Surani — Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan
SDM KPU DIY
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- Pengelolaan Pelayanan
- Pomn | yain Dasar Hukum,
- Poin 2 vaitu Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas.
- Poin 3 yaitu Kompetensi Pelaksana.
- Poin 4 yaitu Pengawasan Internal.
- Poin 5 yvaitu Jumlah Pelaksana.
= Poin 6 yaitu Jaminan Pelayanan,
Seperti pelecehan seksual mendapat jaminan keamanan.,
- Poin 7 yaitu Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan.
= Poin 8 yaitu Evaluasi Kinerja Pelaksana.

Fauzul Haq - UPN Veteran Yogyakarta
- Jaminan keamanan seperti pelecehan seksual, korespondensi antara supervisor KPU DIY
dengan satgas PPKS kampus.

Sri Surani — Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan
SDM KPU DIY

= Poin 7 jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.

= Poin 8 yaitu evaluasi kinerja pelaksana.

C.PENUTUPAN
Rapat ditutup oleh Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY Analis
Primadani, pada pukul 16.30 WIB.

Notulis
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~~ Alfiah Trisna A.
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LAMPIRAN 11
BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BERITA ACARA
NOMOR 342/PK.01-BA/34/3/2023
TENTANG PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
EVALUASI STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh
tiga, bertempat di Hotel Amaranta, Dawangsari 02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan, Sleman
55572 Yogyakarta, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Evaluasi Standar Pelayanan di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang dihadiri oleh Ketua
beserta anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretaris dan jajaran
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakara serta dihadiri oleh para
pemangku kepentingan dan pengguna layanan sebagaimana daftar peserta yang terlampir
dalam lampiran Berita Acara ini. Selanjutnya dari Forum Konsultasi Publik tersebut memutuskan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penyusunan Standar Pelayanan meliputi 14 (empat belas) kompanen sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu:
1) Produk;
2) Persyaratan;
3) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
4) Jangka Waktu Penyelesaian;
5) BiayalTarif,
6) Penanganan Pengaduan;
7) Dasar Hukum;
8) Sarana Prasarana;
9) Kompetensi Pelaksana,
10) Pengawasan Internal;



11) Jumlah Pelaksana;

12) Jaminan Pelayanan;

13) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; dan
14) Evaluasi Kinetja Pelaksana.

2. Bahwa Forum Konsultasi Publik dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Forum Konsultasi Publik diawali dengan pemaparan materi dari Ketua Divisi Sosialisasi,
Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan
Umum Daerah Istimewa Yogyakarta,

b. Setelah pemaparan materi, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi
Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa
Yogyakarta menyampaikan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Dzerah Istimewa Yogyakarta, dilanjutkan dengan diskusi untuk mendapatkan tanggapan,
masukan dan rekomendasi dari peseria.

¢. Komisi Pemilihan Umum Daerah I[stimewa Yogyakarta berkomitmen untuk
menindaklanjuti tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak
terkait dimaksud sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

d. Selanjutnya Forum Konsultasi Publik menyepakati untuk melakukan perbaikan Standar
Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah [stimewa Yogyakarta dengan
mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait
yang telah disampaikan dalam forum ini. '

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah |stimewa Yogyakarta telah melaksanakan Standar
Pelayanan yang telah dibahas dalam Forum Konsultasi Publik Evaluasi Standar Pelayanan
di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah [stimewa Yogyakarta ini.




4. Dengan telah dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik terkait Evaluasi Standar Pelayanan
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini dan adanya masukan
dari perwakilan, diharapkan masyarakat dapat mengetahui alur pelayanan pada Komisi

Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Oktober 2023
Perwakilan Stakeholder Pelayanan Publik

Badan Pengawas Pemilu
Daerah Istimewa Yogyakarta,

—

-

Muhammad Najib

Perwakilan Ahli/Praktisi
Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran" Yogyakarta,

FatrZul Hag

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
DaeraH Istimewa Yogyakarta,

L

lagas Senoadji

Perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil
Komite Disabilitas
Daerah Istimewa Yogyakarta,

id B, Siswantoro

Perwakilan Media Massa

Harian Jogja,

nton Wahyu

Tribun Jogja,

Ribut Raharjo



Perwakilan Pengguna Layanan,

Perkumpulan NARASITA

Renny A Frahesly

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta,

\
l

Muhammad Hasyim

Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum

Daerah Istimewa Yogyakarta,

aenuri [khsan

Mahasiswa UMY

g

Muhammad Taufik Qurahman

Divisi Hukum dan Pengawasan
Komisi Pemilihan Umum

Daerah Istime ogyakarta,

2 C
Ibah‘ﬁﬁj’ﬁEh

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,

Partisipasi Masyarakat dan SDM
K.omisi Pemilihan Umum

Daerah Istimew

Sri Surani




KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BERITA ACARA

NOMOR 343/PK.01-BA/34/3/2023
TENTANG HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
EVALUASI STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua
ribu dua puluh tiga, bertempat di Hotel Amaranta Prambanan, Dawangsari
02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan, Sleman 355572
dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Evaluasi Standar Pelayanan di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogvakarta. Berdasarkan
hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

Yogyvakarta, telah

No Identifikasi
Masalah

Usulan Rekomendasi Perbailkan

Jangka Waktu

' Penyelesaian

1 | Persyaratan

2 SisiEm, Mekanisme
dan Prosedur

Perlu diberi ruang cara pengisian |

formulir permohonan informasi
bagi disahilitas serta diberikan
penjelasan bagaimana cara
mengakses informasi yang
tersedia.

- Kanal permohonan informasi
ditambah dengan aplikasi
telegram, instagram, dan twitter
serta faksimili dihapus karena
sudah tidak relevan.

- Ditambah bagan alur dari awal
proses permohonan informasi
sampai dengan terpenuhinya
informasi yang diminta serta
diberikan batasan waktu dalam
setiap prosesnya.

7 (tujuh) hari
kalender

7 [tujuh) hari
kalender

3 Jangka Waktu
Pelayanan

FPerpanjangan jangka waktu
pelayanan dilakukan secara
tertulis disertai pembatasan
kriteria alasan.

7 (tujuh) hari
kalender |




Biaya Tarif

Kata ‘hiaya’ dihilangkan atau
direvisi dengan kata lain yang
tetap mendeskripsikan adanya
biaya penggandaan/ fotocopy
informasi yang berbentuk
hardecopy.

7 (tujuh) hari
kalender

Produk Pelayanan

7 (twjuh) hari
kalender

Penanganan
Pengaduan, saran,
dan

masukarn fapresiasi

- Terdapat mekanisme/alur
penanganan pengaduan
(adanya kanal pengaduan).

- Adanya SK Tim Penanganan
Pengaduan dibawah Pimpinan
langsung.

- Menyebutkan jangka waktu
proses pengaduan dan prosedur
penanganan pengaduar.

- Adanya kompensasi apabila
pengaduan tidak dapat
diproses/ditangani sesuai
tenggat waktu yang ditetapkan.

7 (tujuh) hari
kalender

Dasar Hukum

- Ditambahkan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

- Peraturan Komisi Informasi
Nomor 1 Tahun 2019 perlu
dicek kembali.

7 {tujuh) hari
kalender

Sarana dan
Prasarana,
dan/atau fasilitas

Disebutkan semuea sarana dan
prasarana yang dimiliki oleh KPU
DIY, dengan menambahkan
antara lain toilet umum, toilet
disabilitas, tempat ibadah, ruang
laktasi, area bermain anak, area
parkir, area parkir disabilitas,
jalur disabilitas, kursi roda.

7 (tujuh) hari
kalender

Kompétensi
Pelaksana

7 (tujuh) hari
kalender

10

Pengawasan
Internal

Dilalkukan oleh atasan FPID.

7 (tujuh) hari
kalender

11

Jumlah Pelaksana

Disesuaikan dengan Surat
Keputusan Petugas Pelayanan
dan disebutkan secara lengkap
judul nomenklatur Surat
Keputusan.

7 (tujuh) hari
kalender




e

i2 | Jaminan
Pelayanan

Selain Maklumat Pelayanan
informasi, dibuatkan Surat
Keputusan pemberian
kompensasi apabila pelayanan
tidak sesuai dengan standar.

7 (tujuh) hari
kalender

13 | Jaminan

Ditambahkan adanya petugas

7 (tujuh) hari

dokumentasikan.

Keamanan dan keamanan, CCTV, alat pemadam kalender
Keselamatan kehakaran, jalur evakuasi, titik
Pelayanan kumpul, kotak P3K serta matrik
prosedur keselamatan.
14 | Evaluasi Kinerja Evaluasi yang dilakukan harus di | 7 (tujuh) hari
' administrasikan dan di kalender

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi
masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti
rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan

publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan
mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit
Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu

penyelesaian yang telah disepakati bersama.




Demikian berita acara ini dibuat sechagaimana mestinya.

Yogvakarta, 26 Oktober 2023

Jenis Tanda
No Nama No HP Kelamin K  Perwakilan -
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Siswantoro Sipil Komite
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BERITA ACARA
NOMOR 344 /PK.01-BA/34/3/2023
TENTANG HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
EVALUASI STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI
PENDIDIKAN KEPEMILUAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun
dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Hotel Amaranta Prambanan,
Dawangsari 02/03 No. 43, Sambirejo, Prambanan, Sleman 55572
Yogyakarta, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Evaluasi
Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah
Istimewa Yogyakarta., Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama
menyatakan sebagai berikut:

No Identifikasi Usulan Rekomendasi Perbaikan Jangka |

Masalah Waktu
o Penyelesaian
1 | Persyaratan - Rentang waktu pelaksanaan 7 [tujuh) hari

dari pengajuan sampai dengan kalender
dilaksanakan acara.

- Penambahan juru bicara
isyarat untuk disabilitas yang
bisa on call untuk pelayanan,
serta template untuk tuna

netra.
2 | Sistem, Menyebutkan jangka waktu 7 (tujuh) hari
mekanisme, dan proses pelayanan dan prosedur kalender
prosedur penanganan pelayanan disertai

bagan alur.

3 | Jangka waktu | Tidak perlu menyebutkan jumlah | 7 (tujuh) han
pelayanan pelayanan yang dilakukan. kalender
4 | Biaya Tarif - 7 [tajuh) hari

kalender




5 |Produk Pelayanan | Dituliskan nama/judul kegiatan | 7 (tujuh) hari
dan mengganti jumlah jam kalender
pelajaran menjadi per 45 menit
(contoh: 16x45 menit).

6 | Penanganan - Terdapat mekanisme/alur 7 (tujuh) hari
Pengaduan, saran, penariganan pengaduan kalender
dan (adanya kanal pengaduan).
masukan/apresiasi | - Adanya SK Tim Penanganan

Pengaduan dibhawah Pimpinan
langsung.

~ Menyebutkan jangka waktn
proses pengaduan dan
prosedur penanganan
pengaduan.

- Adanya kompensasi apabila
rengaduan tidak dapat
diproses/ditangani sesuai
tenggat waktn yang
ditetapkan.

7 | Dasar Hukum - 7 {tujuh) hari

kalender

8 | Sarana dan - 7 (tujuh) hari
Prasarana, kalender
dan/atau fasilitas

9 | Kompetensi Berdasarkan SK Pelayanan 7 (tujuh) hari
Pelaksana Pendidikan Pemilih kalender

10 | Pengawasan - 7 (tujuh) hari
Internat kalender

11 | Jumlah Pelaksana | Berdasarkan SK Pelayanan 7 (tujuh) hari
Pendidikan Pemilih kalender

12 | Jaminan Selain Maklumat Pelayanan 7 (tyjuh) hari
Pelayanan informasi, dibuatkan Surat kalender

Keputusan pemberian

kompensasi apabila pelayanan
tidak sesuai dengan standar.

13 | Jaminan - 7 (tujuh) hari
Keamanan dan kalender
Keselamatan
Pelayanan

14 | Evaluasi Kinerja - 7 (tujuh) hari

kalender




Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima
identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan
berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai
upaya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan pemilih.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir ekan melakukan
pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang
dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi
dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama,




Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Oktober 2023

Jenis Tanda
No Nama No HP Kelamin Perwakilan a
Tangan
(L/P)
Stakeholder
1| Nuabammad | — L Pelayanan_+———<~
Fi Publik ,
Bagas Stakeholder
2 Sﬂﬁa i e —— L Pelayanan ~
y Publik
3 | Fauzul Hag | O L Ahli/Praktisi ( ili
Organisasi
4 |Farid B. - L Masyarakat .
Siswantoro Sipil Komite
Disabilitas
Anton . |
T
5 Wahyu o L Media Massa %
5} Bibut i G 000 | L Media Massa
Raharjo
7[RV A | — P L ey :
Frahesty Layanan
Muhammad Do
8 | Taufik — L oy /@/
Qurahman y
r:"{;—::;- \lfretaris
.df'f Komisi Pemilihan Umum

= .
wi AT - T
K o
[ ~Daerah Istimewa Yogyakarta,

/ “Daerah Istimewa Yogyakarta,
] =7

ad Hasyim




KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BERITA ACARA
NOMOR 345/PK.01-BA/34/3/2023
TENTANG HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
EVALUASI STANDAR PELAYANAN MAGANG PERGURUAN TINGGI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua
ribu dua puluh tiga, bertempat di Hotel Amaranta Prambanan, Dawangsari
02/03 No. 45, Sambirejo, Prambanan, Sleman 55572 Yogyakarta, telah
dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Evaluasi Standar Pelayanan di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Berdasarkan
hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan secbagai berikut:

No Identifikasi Usulan Rekomendasi Perbaikan - Jangka Waktu
Masalah Penyelesaian
1 | Persyaratan - Dapat ditambahkan 7 (tujuh) hari
persyaratan Mahasiswa kalender
menandatangani surat

pernyvataan bersedia
menyimpan rahasia lembaga,

| - Pelaksanaan magang dilakukan
secara daring atau luring.

2 | Sistem, Mekanisme | - Kanal permohonan informasi 7 (tujuh) hari

dan Prosedur ditambah dengan aplikasi kalender
telegram, instagram, dan twitter
serta faksimili dihapus karena
sudah tidak relevan.

- Ditambah bagan alur dari awal
proses permohonan informasi
sampai dengan terpenuhinya
informasi yang diminta serta
diberikan batasan waktu dalam
setiap prosesnya.

3 | Jangka Waktu - 7 (tujuh) hari
Pelayanan | kalender




4 | Biaya Tarif - 7 (ujuh) hari

kalender

5 | Produk Pelayanan | Perlu diberi informasi jurusan 7 {tujuh) hari

yang dibutuhkan dan sesuai kalender
dengan capaian Program Studi
Meghasiswa.

6 | Penanganan - Terdapat mekanisme/alur 7 {tujuh) hari
Pengaduan, saran, penanganan pengaduan kalender
dan (adanya kanal pengaduan).
masukanfapresiasi | - Adanya SK Timn Penanganan

Pengaduan dibawah Pimpinan
langsung.

- Menyebutkan jangka waktu
proses pengaduan dan
prosedur penanganan
pengaduan.

~ Adanya kompensasi apabila
pengaduan tidak dapat
diproses/ditangani sesuai
tenggat waldu yang
ditetapken.

7 | Dasar Hukum - 7 (tujuh) hari

kalender

8 | Sarana dan - 7 (tujuh) hari
Prasarana, kalender
dan/atau fasilitas

9 | Kompetensi - 7 (tujuh) hari
Pelaksana kalender

10 | Pengawasan - 7 (tujuh) hari
Internal kalender

11 | Jumlah Pelaksana - 7 (tujuh) hari

kalender

12 | Jaminan Selain Maklumat Pelayanan, 7 (fujuh) hari
Pelayanan dibuatkan Surat Keputusan kalender

pemberian kompensasi apabila

pelayanan tidak sesuai dengan
standar.

13 | Jaminan Ditambahkan adanya petugas 7 (fujuh} hari
Keamanan dan keamanan, CCTV, alat pemadam kalender
Keselamatan kebakaran, jalur evakuasi, titik
Pelayanan kumpul, kotak P3K serta matriks

prosedur keselamatan.




14 | Evaluasi Kinerja Evaluasi yang dilakukan harus di | 7 (tujuh) hari
- administrasikan dan di kalender
dokumentasikan serta
melibatkan pengguna
layanannya.

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi
masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti
rekomendasi perbaikan tersebut sebagail upaya peningkatan kualitas pelayanan
magang perguruan tinggi.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan
mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit
Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu
penyelesaian yang telah disepakati bersama.



Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Oktober 2023
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LAMPIRAN 111
SALINAN DAFTAR HADIR



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat: JI. Ipda Tut Harsono No. 47, Yogyakarta
Telp: (0274) 552931, 558005, 558006 Fax: (0274) 558006

DAFTAR HADIR
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) EVALUASI STANDAR PELAYANAN

DI LINGKUNGAN KPU DIY

Hari/ Tanggal : Kamis/ 26 Oktober 2023
Waktu : 12:00 WIB - selesai

: Amaranta Prambanan
Dewangsari 02/03 No. 45 Sambirejo, Prambanan, Sleman.

Tempat Pelaksanaan

v

1 | Ahmad Shidagi KPU DIY 1 ]
2 | Moh Zaenuri Ikhsan KPU DIY ﬂ"‘“/‘%
3 | Tri Mulatsih KPU DIY 3 — \
1
4 | SriSurani KPU DIY & M’v
5 | Ibah Muthiah KPU DIY %a\
uthia ; e f\
p—
6 | Muhammad Hasyim KPU DIY ] u\/
7 | Analis Primadani KPU DIY _.: t 4'
7 —
it —
8 | Indra Yudistira KPU DIY /{&jﬁ
E _—

Snday Yt - e
9 WM‘“* KPU DIY %fﬂ

10 | Viera Mayasari 5ri Rengganis KPU DIY

o Y7
11 | Ardian Dewanto Setiadi KPU DIY
11 @—\ s
12 | Arry Dharmawan Trisatya P KPU DIY V : .
13 | Amalia Rahmah KPU DIY
13 e ;

14 | Galuh Adisti KPU DIY

15 | Fitri Hartati KPU DIY Ei gi Vg
16 | Puji Restivani KPU DIY 16%

|
Y
17 | Fadzila Ulfa Nadia KPU DIY l?mﬂ%

18 | Sitaresmi Wisunarni Asth KPU DIY K A Q‘




19 | Alfiah Trisna Asswandari KPU DIY ot ﬂ’
| —— —
20 | Aditya Wahyu Prasetyo KPU DIY M N
21 | Siti Robitoh KPU DIY
Ly
22 | Imam Wahyudi KPU DIY % G@
23 | 5ari Ananingsih KPU DIY %ﬂ—
23 ~
24 | Ahmad Widiatmoka KPU DIY ) 6—&.—-—-—- \
25 | Gemilang Padma Witantra KPU DIY @7,
25 -+
F o
26 | Agan Hendwi KPU DIY ; Kk]ﬁ{)
B bt
27 | Agus Yuli Arofiq KPU DIY 27 #
28 | Hendiyanto KPU DIY - },?
29 | Feri Joni Susanto KPU DIY ”%,7
30 | Mabila Dewani Putri KPU DIY o
31 | Naswa Malika Mulya KPU DIY - ﬁm_
Muhammad Taufik Qurahman

32

KPU DIY
32 '9"’

Yogyakarta, 26 Oktober 2023
Kepala Sub Bagian Perencanaan

Vst

Viera M | SriR .
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat: JI. Ipda Tut Harsono No. 47, Yogyakarta
Telp: (0274) 552931, 558005, 558006 Fax: (0274) 558006

DAFTAR HADIR
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) EVALUASI STANDAR PELAYANAN

DI LINGKUNGAN KPU DIY
Hari/ Tanggal : Kamis/ 26 Oktober 2023
Waktu : 12:00 WIB - selesai

: Amaranta Prambanan

lak
Tempat Pelaksanaan Dewangsari 02/03 No. 45 Sambirejo, Prambanan, Sleman.
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Yogyakarta, 26 Oktober 2023
Kepala Sub Bagian Perencanaan
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LAMPIRAN 1V
DOKUMENTASI KEGIATAN



DOKUMENTASI KEGIATAN
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LAMPIRAN V
HASIL TINDAK LANJUT FKP TAHUN SEBELUMNYA



KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Aipda Tut Harsono No. 47, Yogyakarta

Telp: (0274) 558005, 558006, Fax: (0274) 558006

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA KPU D.I. YOGYAKARTA

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan
Standar Pelayanan pada KPU D.l. Yogyakarta yang telah ditandatangani pada tanggal 13 April 2023.
Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang dilakukan, antara lain:

No Identifikasi Masalah Usulan Rekomendasi Jangka Tindak Lanjut
Perbaikan Waktu
Penyelesaian

1 |[Judul pelayanan perlu | Judul standar pelayanan | 7 (tujuh) hari | Sudah dilakukan

diubah diubah menjadi Standar kalender perubahan pada judul
Pelayanan “Pendidikan standar pelayanan
Pemilih.”

2 | Perlu ada legal formal dari | Prinsip—prinsip 7 (tujuh) hari | Sudah diterbitkan
KPU DIY untuk menaungi | pelayanan perlu kalender Keputusan KPU Nomor 9
standar pelayanan dituangkan di dalam Tahun 2023 Tentang

Surat Keputusan terkait Standar Pelayanan

Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih
Melalui Pendidikan
Kepemiluan di Komisi
Pemilihan Umum Daerah
Istimewa Yogyakarta
dan Keputusan KPU
Nomor 11 Tahun 2023
Tentang Standar
Pelayanan  Publik  di
Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Daerah
Istimewa  Yogyakarta.
Kedua Standar
Pelayanan tertanggal 14
April 2023.

3 | Standar Pelayanan perlu | Standar Pelayanan | 7 (tujuh) hari | Pemenuhan hak-hak
memuat jaminan | mengejawantahkan hak- kalender pengguna layanan sudah
terpenuhinya hak-hak | hak dasar publik terkait dituangkan dalam
publik pelayanan publik dengan Keputusan KPU Nomor 9

merujuk pada Undang- Tahun 2023 Tentang
Undang layanan publik Standar Pelayanan
Pendidikan Pemilih




No

Identifikasi Masalah

Usulan Rekomendasi
Perbaikan

Jangka
Waktu
Penyelesaian

Tindak Lanjut

dan Undang-Undang
tentang pengaduan

Melalui Pendidikan
Kepemiluan di Komisi
Pemilihan Umum Daerah
Istimewa Yogyakarta
dan

Keputusan KPU Nomor
11 Tahun 2023 Tentang
Standar Pelayanan
Publik di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum
Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Perlu diperjelas hal-hal
teknis terkait pelaksanaan
standar pelayanan,
diantaranya meliputi:

a. Pihak yang berhak

mengajukan
permohonan layanan;

b. Jumlah peserta
kegiatan;

c. Bagaimana teknis dan
standar pelaksanaan
kegiatan serta apa
saja bahan dan alat
pendukung kegiatan;

d. berapa lama jangka
waktu pemenuhan
layanan;

Besaran tarif layanan;

f. sarana dan prasarana
pendukung
pelaksanaan kegiatan,
termasuk aksesibilitas
sarana dan prasarana
bagi pemilih difabel;

g. Bagaimana
penanganan KPU DIY
saat terjadi kelebihan
kuota pemenuhan
layanan?;

Standar Pelayanan perlu
memuat informasi
terkait:

a. Pihak yang berhak
mengajukan layanan
(apakah terdiri atas
orang perorang, atau

lembaga yang
berbadan hukum?);

b. Perlunya diatur
jumlah minimal dan
maksimal peserta
kegiatan;

c. Perlunya ada
kurikulum (termasuk
lamanya

pelaksanaan

pendidikan pemilih),
modul, bahan dan
alat peraga
pelaksanaan

pendidikan  pemilih
yang terukur dan
sesuai bagi semua
kelompok  pemilih.
Selain  itu  perlu
adanya pretest dan
posttest untuk
mengukur

pemahaman peserta

7 (tujuh) hari
kalender

Hal-hal teknis dimaksud
sudah dituangkan dalam
standar pelayanan




No Identifikasi Masalah Usulan Rekomendasi Jangka Tindak Lanjut
Perbaikan Waktu
Penyelesaian
Bagaimana jam sebelum dan
pelaksanaan layanan, sesudah  mengikuti
baik di hari dan jam kegiatan;

kerja maupun di luar
hari dan jam kerja?
Bagaimana kriteria
narasumber kegiatan;
penanganan
pengaduan;
bagaimana kontak
person layanan (surat
menyurat, pengaduan
dan hotlinel call
center)

Perlu diatur jangka
waktu  pemenuhan

jawaban dari
diterimanya

permohonan dan
jangka waktu

dilaksanakannya
pendidikan pemilih;
Terkait tarif, perlunya
diperjelas apakah
non tarif itu benar-
benar 0 rupiah.
Selain itu juga harus
dijelaskan  layanan
yang disediakan oleh
KPU DIY meliputi apa
saja. Misalnya
meliputi narasumber,
sarana dan
prasarana, konsumsi
peserta dll);

KPU DIY perlu
memenuhi
kebutuhan  sarana
dan prasarana untuk
melaksanakan

pendidikan
kepemiluan. KPU DIY
juga perlu

menyediakan sarana
dan prasarana yang
aksesibel, nyaman
dan memadai bagi
penyandang

disabilitas;

Perlu mengatur
prosedur pemberian
jawaban saat KPU




No Identifikasi Masalah Usulan Rekomendasi Jangka Tindak Lanjut
Perbaikan Waktu
Penyelesaian
DIY melebihi

kapasitas/kuota
pelaksanaan
kegiatan;

Perlu diatur
pelaksanaan
pendidikan  pemilih
diluar jam/hari kerja,
serta perlu dibuat
opsi agar pendidikan
pemilih dilakukan
secara online atau
hybrid dengan
mempertimbangkan
karakter pemilih;

Narasumber  perlu
memiliki
keberpihakan  dan
perspektif ramah
disabilitas. Dapat
juga melibatkan
pemilih disabilitas
sebagai narasumber
dalam acara
Pendidikan  pemilih
KPU DIY;

Penanganan
pengaduan perlu
didetailkan;
Terkait kontak

person dari pihak

KPU:

e Harus jelas
tertulis kontak
person
penanggung
jawab
penerimaan dan
tindak lanjut
surat;

e Kontak aduan
agar bisa diakses




No

Identifikasi Masalah

Usulan Rekomendasi
Perbaikan

Jangka
Waktu
Penyelesaian

Tindak Lanjut

melalui berbagai
cara. Salah
satunya melalui
media sosial;

. KPU perlu memiliki
hotlinelcall  center
layanan aduan.

Bagaimana kalau layanan
tidak terlaksana?

Standar Pelayanan harus
dituangkan dalam
maklumat layanan yang
didalamnya memuat
konsekuensi/kompensasi
apabila tidak terlaksana.

7 (tujuh) hari
kalender

Jaminan atas pemberian
layanan sudah
dituangkan dalam
Standar Pelayanan, yang
di dalamnya memuat
konsekuensi/kompensasi
apabila tidak terlaksana

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 November 2023

Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

Analis Primadani
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